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POI,A PENGUASAAN TANAH MASYARAKAT
TRADISIONAL DAN PROBLEMA

PENDAI'TARAN TANAH:
STUDI KASUS DI SUMATERA BARAT, KALINIANTAN

TF'NGAH, DAN NUSA TENGGARA BARAT-

Rianto Adix*

ABSTRACT
This srudy is an intcgral pan of the Indonesirn Land Administrrrion Projecl (ILAP) which
was started nrid 1991 and w;ll go on lor 25 subsequent ycab Duong thc first 5-years phase of
projccr implemenrarion, the rcgisrralion of traditional comnrunal (Ulaya0 land was avoidcd.

but such land will h. cncounlered nruch morc frcquenll! during luture phases of lyslcmalic
rcgislralion in areas ou6ide Java. The goal of thc study is 10 inYcstrgaie the exi(cnce and

conlenls of lraditional cr,mmunal land righls in three lo.alcommunrlies and thcir rclalion io
the syslemaric rcgistration of land, and to deline a stralcgy for irnproving lcnure securily of
rraditional communities by designing basic atproachcs and prcccdurcs lbr rhe identification
and rccognilion of trad iiional commu nal righls on land.

Kata kunci: Penguasaan Tanah, Masyarakat Tradisional, Pendaftaran Tanah.

I. PENDAHULUAN
Pada tahun 1996 hingga tahun

I998. penulis lelah melakukan pe-

nelitian terhadap pola penguasaan
tanah secara tradisional di tiga
masyarakat adat, sebagaimana di
sebutkan pada judul tulisan ini,
dalam kaitannya dengan pcndaf
taran hak atas tanah. Penelitian ini
adalah bagian datr Inclonesian
kLnd Adminirtrction Proj.ct
(ILAP) yang dimuiai scjak pcrte

ngahan tnhun 1994 dan akan ber-
langsung selama 25 tahun. Selama
pendaftaran tanah sistematik, pcn
daiiaran tanah komunal tradisio-
nal (ulaya!) dielakkan, tctapi tanah
semacam ini akan banyak ditenrui
selama pendaftaran sistematik di
masa mendatang di luar Jawa.

Disadari bahwa bila semenjak
dini lidak dipcrsiapkan prosedur-
prosedur allcrnatifnya yang harus
ditampung dan diakomodasi da-
lirm kcbiiakan perlanahan oleh pe
merintah, maka akan mcmperlam-
bat proses pendaftaran tanah diln
akan timbul dampak negatif tcr

'Hrsilpenelilian lahun 1996 hi'gg,t I998
drn belum dipublikasik!n.
" StafPengajar Fakultas Hukum Unitcrsiras
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hadap lnasyarakat tradisional, mi-
salnya. jrka hak-hak komunal me-
reka dipaksa ke dalaII] sistem pen
diftaran tanah yang hanya dapat
nrelxyrni hak-hak individual. Di-
perkirakLrn bahwa pcndattatan dan

fcnsel llllkatan lallah akan Icbih
mcmberikan pcrlindungan kepc-
nrilikiin bagi hak-hak lanah ko-
munxl.

Hingga akhil abad 20, di Indo-
ncsia irasrh terscbar lanah-tanah,
lcrmasuk hutan yang penguasaan
nya bcrdasarkan aturan tradisional
(hukLrm adat), walaupun aturan
hukunr "modern" yang mengatur
pertlnahan sudah ada scjak zaman
penJalahan Bclanda (18?0). Na-
mun hingga kini belum tersedia
informasi lengkap tentang benrang
dan brtas-batas wilayah yang di
cakup olch pelbagai hukum adat
lersebut, termasuk umian menge
nai penguasa tanahnyai aturan-
{tuaan ildal yaDg mengatur bentuk,
is i. scrta rrekanisme hubungan
rntiira tanah dan pcnguasa tanah-
nya: serta gambaran rinci menge-
nai perkembangan hukum adat
tcrsebut di tengah arus pemba-
ngnnan dan globalisasi. Sementa-
ra ilu intbrmasi tentang tanah adat
semakin lama semakin dibutuh-
kan. karena bebcrapa alasan yang
snling berkairan. yaitu:
I \hsaynrakat ada! semakin dr,

nanris dalam mcnyikapi pro-
:es pcrubahun dan pemba-
ngunan, dan hal ioi mutlak di-
lrlukirJl supayu nrcrckl dirpat

ヨ ⑨
tetap mempertahankan kebera-
daannya (.rr,"vi|e):

2 Perubahan-perubahan yang di-
!itubulkan oleh dinamika pem
bangunan terhadap hukum
adat tanah memberikan dam-
pak langsung rerhadap hukum
tanah tertulis di Indonesla:

3 Hukum adat tanah. bisa dika-
takan, mcrupakan sLrmber ute
ma perkembangan hukum la-
nah nasional di Indonesia. dan

Suga pelengkap dari hukum
tanah nasional yang tertulis.
Keberadaan hukum adut lerse-

but berkaitan Iangsung densan
masyarakat adat dan kulturn|-a
yang dilandasi oleh asas kebersa-
maan. Akibatnya, hukum adat
berkait dengan keberadaan tanah
komunal, yang untLlk beberapa
daerah dikenal sebagai hak ulayat
(misalnya di Minangkabau dan
Jambi). Pertanyaan yang pcrlu di-
jawab kemudian adalah apa sig-
nifikansi melalukan penelitian hak
ulayat? Penelitian hak ulayat di-
perlukan karena sudah banyak ka-
sus yang menunjukkan gcjala me-
nipisnya keberadaan hak hak atas
tanah komunal tradisional tersebut
akibat kikisan program pembe-
ngunan. Padahal, kebemdaan ma-
syarakat adat justru ditopang olch
tanah komunalnya. Semcntara itu,
masyarakat adat juga sudah beru-
bah, yaitu dari masyarakat adat
yant mendiami suatu terilori ter
tcntu, semakin menjadi masyara
k:rt yrng lor.liLliD atas hubungan
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kekernbrlan sair (wrlxu prdl ke-
nyalaannya mereka lidak secara
luntxs lcpas dari ikatan drcrah
asalnya).

Informasi yang lengkap ten-
tang hukgm tanah tradisional di
Indonesia ini juga diperlukan da-
lam rangka mensukseskan pelak
sanaan Proyek Pensertifikalan Ta-
nah yang akan diselesaikan di
seluruh Indonesia dalam jangka
25 tahun mendatanS, yaitu sclama
periode Pembangunan Jangka
Panjang ke IL Proyek ini
penel;tian tentang hak-hak tanah
adat (tanah kornunal).

II. PERMASALAHAN
Hak-hak tradisional atas tanah

komunal belum jelas, sehingga a-

kan menjadi rrasalah dikemudian
hari, jika pendaftaran tanah sis-
tematik menyentuh hak-hak tradi-
sional atas tanah komu,lai terse
but. Dalam penelitian ini ditelu-
suri efektivitas peraturan penrn-
dangan yang berkaitan dengan
pcrtanahan di lokasi penelitian.
Sehubungan dengan itu, ada dua
hal yang menjadi pertanyaan, ya
itu bagaimana pola pengusaan

tanah secara tradisional masya-
rakat surnatra Barat, Kalimantan
Tcngah, dan Nusa Tenggara Ba-
rat? Bagaimana pula efeklivitas
pengaturan pcndaftaran tanah di
tiga lokasi penelitian tersebut dan
problema!ikanya?
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III. TT].IUAN PI.]NIII,.I.IAN,
Pcnclitilu ini berlujuan untuk

mengidentil ikasikon dan ,nenge
nali hak-hak tradisional atas tanah
komunal di tiga masyarakat lokal
dalam kaitannya untuk pendaftar-
an tanah secaLa sistematik. dan
merumuskan suatu strategi pe

ningkatan pcrlindungan pcngua-
saan tanah komunal tradisional
dalam bcntuk pendekatan dasar
dan prosedur untuk mengidenti
fikasikan dan mengenali hak-hak
tradisional atas tanah komunal.
Untuk mencapai tujuan penelitian
ini. diperlukan upaya untuk me
ngetahui kenyataan pengaturan
pertanahan di lokasi penelitian.

IV. TINJAUAN PUSTAKA

l. Hak Komunal Tradisional
Atas Tanah Adat
Karena istilah ulayal lebih po-

pular (baik di mcdia massa, pcr-
aturan pcrundang undangan, mau-
pun literatur tanuh adal), islilah ini
akan lebih sering digunakan da-
lam studi ini, mcskipun untuk
dacrah daerah tertentu istilah ula
yat tidak tepul untuk digunakan.

Nlenuru! Ter Haar (Soesango-

bcng, 1998r 2). masyarakat hu-
kum adat memcndang manusia,
tanah, dan alam sekitarnya baik
yang kelihulirn maupun tidak keli-
hatrn (roh-roh), scbagai satu kesa-
tuan dan saling rnempengaruhi.
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Karcna itulah rnaka dalam l)/-
&/o,1, selempat dlkcmukalan bah-
wx hak ulaYat berasal dari kekua!-
tun suproulurol )ang diturunkiln
kcpudu rrasvarakat adat yaig ke-
r rdirn l1rempercavakan kcpad:1

l.'ngua\a adirt yang tunduk pada
hukum ndll. Kekuatan rlpla,r.r-
rrarrl mcnurunkan hak ini kepada
.ickelofitpok masvarakat yang ada
di sultlr uilayah yang dianggap
rnusih memiliki kctcrkaitan magis
dengan kekuatan tersebut. Istilah
'ula)at dalam bahasa aslinya (ba-
hasa Minang) berutli tNila 

'-ah.
ftLrlah scbabnva Koesnoe (Koes-
roe. 1988: 7) mengaftikan hak
ul lal sebagai 'lingkungan di
mana scsuatu masyarakat hukurn
bcriirngsi sebegai suatu masyara-
kat dengan pemcrintahannya scca-
ra rndndiri '.

Sebagai akibat dari cara pan-
.lang delnikian. yang terpenting
dirlirn hak ulayat adalah hubung-
rn rnrarn masyalakat adat sebagai
sxtu kesrtuan dan tunah wilayah
nva. Ilubungan ini kalau diturn-
buhkembangkan dan meniadi ku
rr. harulah !lkan menimbulkan ke-
uenungan (hak dan kcwa.jiban)
untuk rnelakukan perbuatan hu-
kum mengenai tanah tersebui
(Koesnoe. 1995: 8, dan Soesa-

ngobcng. 1998: 5). Jadi hak adat
xlirs lanuh lahiI dari kenyataan
hLrhlrrgan entxra manusia dc-
n1rrn tiLnrll. bukxn dnri kepulusan
pcjrhlr (Socsangobcng, I998: 8).
Hubungan hukunr tersebut adalah

hubungan kepunyaan masyarakat
bcrsama (komunal), rnisalnya 1im'
po (Sulawcsi Seiatan), //unr (Bu-
ru), paer (Lombok), dan ul.t\\tt
(Minagkabau). Dalam pelaksana
annya, hak ini dilaksanakan oleh
penguasa adat (dalam UUPA ada-
lah Negara) dalam bentuk hek
pcnguasaan, vaitu kewenangan
unluk memelihara, mcmpcrtahiln-
kan, dan mengatur penggunaan
tanah tersebut (tcrmasuk menga-
tur hubungan hukum antara tanah
tersebut dengan kelompok dan
individu anggota masyarakat hu-
kum yang bcrsangkutan, dan o-
rang asing), untuk kesejahteraan
seluruh warga. Dengan demikian,
pada hirarki berikutnya hak pe-
nguasaan ini menimbulkan hak
pakai (hak memanfaatkan) yang
bcntuknya bcrmacam macam mc
nurut daerah. sc.jarah dan masya
rakat hukum yang bcrsangkutan,
misalnya, pcmanfaatan scbagai
milik (patuanan di Ambon, Da
yak Kayan dan Limbai)t hak
untuk mengambil hasil bumi (pn-
n)anryeto di Kalimantan); hak un-
luk membatasi wilayah (pa[,a
,rr.r, di Kalimantan: v'evt,engkon
di Jawa; dan prubumiun dt Bali).
Pengcrtian ini juga tcrcermin da
la:r Pasal 33 Undang Undang
Dasar 1945 dan Pasal 2 UUPA.

Dcngan pcrkataan lain, hak
ulaya! dan hak tradisional ying
serupa adalah hubungrn hukum
antara masyarakat adat dan wi-
layah dan segenap isinya yung
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bcrupr penguasaan tanith secara

bcrsama olch masya,akat adi]l,
dan kewenangan masyarakat adat

untuk mcmelihara dan mengatur
(melalui penguasa adat) peruntuk-
kan tanah dan kekayaennya, ter
masuk membe kan kewenangan
kepada kclompok individu unggo-
ta masyarakat adat, dan orang a-

sing. untuk menggunakan tanah
dan kekayaan tersebut. sedemi
kian rupa sehingga kegunaan ta-
nah dan kekayaannya dapat dini-
kmati oleh orang banyak, yaitu
seluruh anggota masyarakat adat

yang hidup sekarang maupun
yang akan dateng. Dengan derni-
kian, hak ulayat meliputi juga
tanah yang di atasnya tclah ada

hak perorangan. Orang asing bo-
leh mcngerjakan tanah ulayat de-
ngan seizing masyarakat adat
yang be.sangkutan, atau memba
yar sejumlah uang, dan/atau me-
laksanakan kewajiban tertentu.
Hubungan hukum ini diatur dalam
perangkatan hukum adat. Menurut
Zakaria (1998), esensi hak ulayat
terletak pada kedaulatan masya
rakat adat atas suatu wilayah. !en-
tunya secara berkesinambungan
dan mandiri.

Jadi hak ulayat hanya dapat
digunakan untuk kcpcntingan o
rang banyak dan Lrntuk memenuhi
kebutuhan dasar yang meningkat
anggota masyarakat adat yang
bersangkutan, yang dapat dicu-
kupi melalui pengelolaan tanah
yang bersdngkutan. Hak ini me-
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nrirng dipcrunlukrn brlgi hrjul hi
dup orrnll brnyak. bLrkrn oriLng_

pelorangan. Semangatnya adalah
komunaiismc bukan individualis-
me.

Hak ulayat mernPunYai ele-
men yang saling tergantung dan
berkaitirn, yekni sebagai berikut:
a. kekuatnn supra-natural seba

gai sumbcr terJadinya masya
rakat adat. dan dcngan demi-
kian, dlpat disebut scbagai
surnber hak ulayat;

b. masyarakat adat dan anggota-
nya (kelompok atau individu)
sebagai subyck hak ulayal;

c. pengu$a adal yang mendapat
kepercayaan dari masyarakat
adal unluk mcngatur penye-
lenggaraan hak ulayat;

d. obyek hak ulayat, yaitu tanah
yang mcrupakan wilayah tem
pat n)Llsyarakat adat hiduP,
tennasuk kckayaan aJam yang

terkandung di dalamnya, dan
fungsinla;

e. pcrangkut hukum (termasuk
le,nbaga ada0 yang menyang
kut seluk-bcluk hubungan an-
tara sublek (termasuk bukan
anggotr rnasyarakat adat) dan
obyek hak ulalilt, dan antara
subyek dan perbuatan hu-
kumnya.

2. Nlasyarakat Adat
Tokoh hukum adat. Ter Haar

(AbdLrrrahnran. 1996: 3) meng-
gambarkurr masyarakat adat scba
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Sri kumpulan orang yang berta-
lian satu sinla lain. berlaltan dc
ngan alarn yang tidak kasat mata,
dunia materi, dan dunia luar. se-
dcmikian rup! sehingga berting
kahlaku yang berbeda dcngan ma-
sva|aket lainnya. atau memiliki
kLlllur vang berbcda dengan ma-
slarekrt lninnva. Masyarakat adat
merrpun\ai cara pandang hidup
yxn!! holi\1ik. konlunalistik. tran
scndcnlal. dan bcrkelanjutan. Pan-
dan-qim hidup mereka tidak frag-
mentaris dan temporer. Mereka
memikirkan dengan baik apa aki-
hat dari suatu perbuatan pada ma-
syarakat sebagai suatu kesatuan,
bukar hanya di masa kini tctapi
.juga di mxsa yang akan datang,
turun-telnurun, dan berkelanjutan.
Nfas!arakat tcrscbut menyadari
bah!r,a mereka n]crupakan bagian
sckilli gus terintegrasi dengan alam
semesta. Di sinilah letak perbeda-
dn rntara masyaLakat hukum for-
nral dan masyarakat adat. Masya-
rllkat hukum lormal cenderung
Lrntuk mcmikirkan segolongan o-
rang {bahkan indivrdu tertcntu),
dan lc'bih memprioritaskan kepen
tingi.rn sirai ini. bukan kcpentingan
gcncrlsi mendatang. Sudiyat et al
(Sudiyat et al, I976: 55-56) mcng-
gurnbarkan dengan jelas sifat ho-
listik, komunalistik. dan transen-
clcniel lasvarakat adai. Ciri khu-
sus yang membedakan masyarakat
r.l t dcngLlll rnasyarakat hukum
pada umurtn,-a ralah:

Penguasa masyarakat adat me-
mutuskan apakah suatu perbu
atan merupakan perbuatan hu-
kum, atau memutLrskan scng-
keta yang terjadi antara ang-
gota anggotanya mcnurut hu-
kum adat. menurut kebiasaan
yang oleh kelompok itu dipan
dang'patut'atau'pilntas'.
Beberapa orang alau individu
iertcntu dalam suatu masyara-
kat adat melakukan suatu per
buatan, dan seluruh ang-gota
masyarakat adat itu akan mcn-
dapat keuntungan atau mcn-
dcrita kerugian.
Pada masyarakat adat terdapat
benda-benda. lanah, air, tana
man. kuil serta gedung yang
harus dipelihara dan diperta-
hankan bersama, dilaga keber-
sihannya bersama dalj keku-
alan-kekuatan gaib.
Hanya angota-anggota masva-
rakat adat yang bersangkutan
dapat memperoleh rnanfaat a

tas benda-benda. tanah, air,
tanaman, kuil dan gedung la-
innya, yang mereka pclihara
dan pertahankan serta.iaga kc
bersihannya.
Adanya masyarakal adat dira
sakan oleh para anggotanya
sebagai sualu keharusan alam.
suatu kenyataan mcta yuridis.
sehingga masyarakat adat de-
mikian itu tidak mungkin didi-
rikan atau diadukan oleh suatu
instansi yang lebih tinggi, di
resmikan/dibentuk atau dibu-

b

a

C

d



hlrklr olt'h orrurg Itrar. tliada
karl dengan undang-undang
atau peraluran lein. lebih lcbih
olch instansi asing- dan scba

gainya. N'lirsYarakxt adal tim
bul secarr sponl!n.

l. Pada arggota masyarakal adal

lidak akan lerdapat pikiran a

kan kenrungkinan mcmbubar-
kan masyarakrt adatnya.

!.. Jika orang luar (bukan ang

gola nras)arrkat aditl) iogill
,ncnikrna!i hesil barang (tanah

dan scbagainra) dari masya-
rakat adxt itu. ia haLus mem
heri scsuatu kepada masyara-

kat adat sebagai tanda penga

kuan orang luar lerhadap hak

masyarakal adat tersebut.
h. Di dalair masyarakat adat ter-

dapat tata susLrnen masyarakat
yang rnerupakan sifat sifat da-
ri mrsyirrrkat itlr, y.1kni: di
delarn mas)arakat ilu terdapat
hpisan masyarakal yang tcr
diri dari beberapa orang alau
kelompok kccil yang mcmpu-
nyai priorilas. kelebihan atau

kewibarvaan terhrdap anggola
litinnya.

i. Masyxrakat adat ilu tcrdapat
padr lapisan bawah dalant
masyaraka! Indonesia.
Masyaraket adat ini terbentuk

karena anggolanyd rnenyitdari ha-

rus adir scsuatu yang nlcmpersa-

lukan dun melandasi kehidrjpan
bcrsama metcka. Untuk IlLl harus

menrpunyai kekayaln bcrsama se_

cara bcrkeliLnjutdn.
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IIcrmrr S lilills (Hcrmiln SILtats.

1992: 15) nler umuskan masyara_

kat udri seblgai suatu slruktur
sosill yllng menciptakan dan me-

mclihara scfcrangkal noi'ma adat.

Bi\r tcriadi bahwa dxlam suatu

masyrrakat ildat pcnguasa xdatn)a
un{uk rnesaiah tal]ah berlaioan
dengan nrasalah perkawinan atau

wxrisan. dan seterusnva. Llntuk
perkrwionn mungkin hanYa mcli-
puti orang oreng yang berdiarr di
sLrirtu lempal. dan yang pewarisan

mcliputi orir g orang Yang mem

punyai hubungan kekerabatan
yang tidak harus ringgal di suatu

tcritori yang sama. Artinya, Pjm
pinao adrl lazimnya lidak memi-
liki kekuasaan paLripurna. Dalam
hal pcngcrtiirn nlasyatakat adal

rrenurul arti inilah baru PernYa-
laan Kocsnoe asal ada masYare-
kill adxt. ada ulayal nya' daPat

dikirtakan tcpal.
Kekuraslan suatu masYarakat

adal atas kehidufan anggotanYa
bcrgantung Pada kescpakalan an8
gota untuk rrenYerahkan Pengil-
turan hidupnya Pada masYarakat

adat, dan tc'ntang sejalth mxna ke-
kuasaan jtu bcrlaku. yairu apakah

kekuasaan tcrsebut nreliputi sclu
rLrh a\pek kehidupan aluu henya

schellls salLl alau lleberapa masa_

leh kehidupan (mrsaln,"-a hubung-
rn kekerablun- wiiris.ln, iual-beli,
masalah fidrna. attu tanah) tcr
llrir\Lrk slllunn waklunya. Namun
karena sifat rnrsycrakal adat yxng

ber lanrleskrn ke\etareen. maka la
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zimn)a kckllisaan )ang ada dibe-
rikln xiao didelegasikan kcpada
bcberap pihak. Dcngan dclnikian
lcrlu dikctahui sejauh mana hu-
kunr rdal mengatur kehidupan
rn g.lotx nras\rarakat adat.

ScliLrn irlr ilda juga yang rne-
rgltilkun blthrla masyarakat rdrt
LSL(litat et til.. 1976: 1,1) rdalah
kesuuxn otonomi tcmpat dicip
trkrr diL[ dipeliharanya lembaga
xdrt diin pcrangkat peraturrn me
ngenai seluk-beluk hubungan an-
1i[a subvek dan obyck hak ulayat.
\Lrbyek dar perbuatan hukurn
!itng mcn!angkut tanahi keanggo-
taan dun pimpinan adat masyara
kut rdul ler sebuti dan seiauh mana
persuusx adal yang bersangkutan
nlrsih nlcmpun\ri kcwcnangan
Lrntukr (r) mengalllr dan menye-
lengcarakan pcruntukan. penggu
naan. persedraan dan pemelihara
an r(ls teneh den wilayahnya; (b)
nrcncntLlkan dirn mengatLrr hak-
hak vang dapat dipunyai atas

taneh diul aiat (c) mencntukan dan
mcngaiur hLlbungan hukum antara
ol xr)s perorngun dengan tanah
diLn xir den dc[gxn pcrbuatan
per bLrolan hukumntir.

Scmcntarx itu limpinan adat
rlter)galur perunlLrkiln tanah dan
pemanlaatan hrsilnl a. menyelesa-
ikan pcrsclisihan. mcnekomunika
sikar kehendak rnasyaraka! adat
puda plra pcndetang, dan bckcrla
LIrlLrk polc\1ru iirn hukum xdxl.
Kekuitsuiln pimpinan rdat bergan
Iufg Iudr hurlil kekuyrtitn mrsyir-

rakat adat yang bcrsangkLltan. Ada
herbagxi benluk masyirrakal adal

)-ang rnerupakan subyek dari hak
ulayat. antara 1ain, dcsa (di Jawa),
marga. negeri/kuria (di Tapanuli).
uluebalang (di Acch). nagari (di
Minangkabau), marga (di SLlmr-
lcra Sclntan). dan dc\e di Bali
(S.A. Hakim. dikutip olch Abdur
rahnran, 1996i l).

3. Tanah sebagai Kekayaan
N{asyarakat Adat
Kckayaan masyarakat adat a

dalah satu kesaluan teryisah dl1ri

kekayaan pribadi masing masing
warganya. Kekavaan tcrscblrt da

pat berupa lembaga iLdat, harnpar-
en tanah, rumah ildal, Lrp carii dun
pcrlcngkapannva. dan sebagain)r.
Kekryaan ini berkcrnbang dan
berkurang sesLlar dengan bertant-
bah dan berkulangnyir kekuasaan
masyerakxt atas kchidupxn :rn8go
lanya. Dengan demikian. kckayan
yang bcrupa tanah berdampak
pcnting bagi kclcstarian \uatu ma-
syarrkat adat. Karena ilu. uda bu-

iknya unluk mengetallui lurs ta-
nah. tcmtaml mcnurul persepsi
rnereka. yang r usih dikuasai olch
kclompok mesyifaklLr ildat. \le-
nurLll sudi)iit ct irl (sudiyal ct iLl,

1976: 1.1) 'kuat iemahnva hak u
iavat bergannrng keprda luas atau

senrpitn)n teneh yang sccara lang
sung dikuasai oleh masycrakx!
rdrl drn klrxt lcrnxhn!x huk yxn!l

diberikan keprcla paru wargd atau

kelompok w rgrryl .



⑨

「

Dari sudut pandang Negara,
Peraturan Mentcri Negara Agra
rii/Keprlx Badan Perl.InahiLn Na_

sional Nomor 1 Tahun 1994 me-

rumuskan tanah ulayat sebagai
tanah rlasyarakat adat yang tidak
mengandung unsur Pemilikan Per-
orangan. Padahal hukum adat me-
nganut pengertian tentang tanah
yang lebih dari itu, yaitu sebagai

tanda kesepakatan anggota nrasya-
rakat untuk rnencrima tanggunS-
juwab sebagai penjaga keberadaan
dun kegunaan lanah untuk kese
jahteraan anggota masyarakat kini
dan yang akan datang. Bahkan
juga meliputi nilai magis-reliSius
dan seJarah panjang tertentu. Se-

mentara itu- kaca maia hukum for
mal melihat tanah semata mata

sebagai bcnda konsumsi dan pro-
duksi. Karena itu tanah ulayai ti
dak dapat. atau setidak-tidaknya
tidak cukup didiskusikan hanya
dari kacamata hukum formal. Ma-
syarakat adal pada umumnya ti
dak menloleransi kekayaan indi-
vidu yang berlebihan atau yang

terlepas sama sekali dari aspek
komunalnya.

Perbcdiran pengertian'fungsi
sosial' tanah dan kekayaln yang

lerkandung di dalamnya menurut
hukum adat dan hukunr formal sa-

ngat besar. Tanah ulayat yang pe-

runtukannya bcrsifat sosial ini
berbeda dengan peluntukan 'bcr
sifat sosial' yang disebutkan da-

lam Pasal 33 ayat 3 UUD 19,15

yrng menyatakan 'bumi dan air

PO′ ハ″ENC〔■11'lAN■
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″
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dan kekayrun alam yang terkan_
dung di da)amnya dikuasiri olch
negrrr dirn dipcrSunakan untuk
sebesar-bcsarnya kemakmuran
rakyat"- Pasal tersebut, mcskipun
bersifat sosial tetapi dapat berto
lak dari kepentingan individu. Se-

makin fungsi tanah berorientasi
pada masn kini dan sckelompok
orang. semakin tipis keberadaan
hak ulayat pada masyarakal ter

Karena itu penjelasan tentang
llngsi solial tanah harus dilaku-
kan berdasarken perumusan tna-
syarakat adat Yang bersangkutan.
Masyarakat Yang bersangkutanlah
yang menenlukan apakah tanah
yang dikuasai mereka adalah un-
tuk kepcntingan umum alau ang
gola mas)arakat tcrtentu saja. a

pakah ranah yang dikuasai mereka
nlerupakan tanah yang hanya di-
pakai untuk kesejirhteraan seluruh
anggota masynrakat atau untuk
kepentingan golongan tertentu sa-
ja. Hal ini menentukan tebal atau

tipisnya hak ulayat di daerah ter-
scbut.

Pcnggunaan tanah untllk sc

bcsar-besarnya kese jahteraan rak-
yal perlu dirumuskan dalanl be-

berapa hal, yeitu: (1) apakah tanah
yang dikuasai oleh sualu masya-
r;)krt rdxl sudah bennr-benar di-
pakai untuk kesejahtcraan rakyat
banyak alau hanya segelintir o-
rlng, (2) nprkah hajnt hidup ang-
gotc masyarakat xdat dipenuhi o-
leh masyrrakat adat yng bersang-
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kutan. ataLrkah h{at hidup orang
luin \ang be ujuxn untuk menge-
lxk kcunlunSan vang sebanyak
bnnyuknya dari tanah tersebut.

NIcnurLll Mohammad Koesnoe
(Mohammad Koesnoe, 1995 t 27).
tanah ulayat meliputi tiga bagian
pokok, yaitu: (l) lingkungan tem-
pat tinggal sebagai pusat perse,
kutuanl (2) lingkungan usaha para
\!arEla. yakni ber-upa sawah, kc-
bun. ladang, hutan; dan (3) ling-
kungan tanuh persediaan, yakni
hutan bclukar di luar lingkungan
usitha lersebut.

Kecuali bagi orang di luar
anggota masyarakat adat, tanah
adar kedudukannya sama bagi
semua orang. Namun demikian,
bagi pendatang, tanah adat hanya
hcrfungsi untuk pemenuhan kebu-
tuhln ckonomi. Bagi nlasyarakat
adat. tanah kornunal adat berfung-
si untuk mencukupi kebutuhan
ilngcota-anggotanya dalam hal ke-
buruhan magis-religious, ekono-
rrti. dan sosial. Ketiga fungsi ini
ditcrangkan Muhammad Tauchid
(Abdurrahman, 1996: 7) sebagai
berikuti
l1) Fungsi sosialt untuk keaman-

an seluruh warga dan orang
asing dalam hal haknya atas

lanaht
(2) Fungsi religius: sebagai sum-

ber hidup manusla yang harus
dirnuliakan oleh masyarakat
adat sccara bersama, tempat
kcdiamnn orang-orang halus
pelindung dan arwah leluhur.

Fungsi ini menimbulkan upa-
cara selamatan umum, sebagai
imbalan transaksi tanah yang
berwujud benda benda berni-
lai magis;

(3) Fungsi ekonomi: untuk kcpcr
luan penghidupan warga ddn
orang Iuar, tempa! tinggal,
dan fasilitas umum.

METODE DAN DESAIN
PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan
metode penelitian empiris dengan
pendekatan antropologi hukum.
Meskipun demikian. penelitian ini
tidak begitu saja mengabaikan as-
pek normatif yang ada, schinga
penelitian ini mencocokkan pen-
dekatan normtif dengan gejala
empjris yang ditemukan di la-
pangan. Dalam penelitian ini di-
telusuri efektivitas peraturan per-
undang-undangan yang berkaitan
dengan pertanahan di Iokasi pene-
litian.

Untuk menjamin pencapaian
tujuannya, studi ini dibagi atas ti-
ga tahap, yaitu: (l) Detailed de-
sign phase, (2) Training phase,
dan (3) Implemextation phu.\e.
Tahap pertama tersebut meliputi
kegiatan kegiatan sebagai be.ikut:
(a) pembentukan tim peneliti, (b)
penyusunan rancangan kerja, (c)
studi literatur, (d) semiloka, dan
(e) studi kelayakan (leasibihr
study).

V.
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Studi ini dilakukan di tiga da-

errh yang dipilih, terulama berda-
sarkan kritcria sebagai berikut: (1)
merupakan desa menurut pendell-
nistan tradisional (terlepas dari
pendefinis.ian desa menurut Un-
dang-Undang Nomor 5 Tahun
I979 tentang Pemerintahan Desa);
(2) kehidupan masyarakat berlan
daskan pada aturan-alLrran tra-
disional: (3) ditemukan tanah ko-
munal tradisionall (4) unsur-unsur
kepemimpinan tradisional masih
berfungsi; (5) keberadaan tanah
komunal tradisional berfungsi se-

bagai sumber dan landasan kehi-
dupan bcrsama, tidak sekedar sim-
bol. Selain itu mxsih ada kriteda
lain yang dapar dilihat pada ba-
gian lain laporan jni. Kriteria ter-
sebut tidak digunakan secara ku-
mulatif. kalena akan sulit menda-
palkan masyarakat yang rneme-
nuhi semua kriteria tersebut seca-

ra bersamaan. Kritcria ini dipakai
sebagai indikalor yang dapal
membantu untuk menseleksi dan

memilih lokasi penclitian yang
dihdrapkan. Tiga daerah yang ter
pilih adalah Nagari Andurjng di
Sumatera Barat, Dcsa l umbang
Malahoi di Kalimxnlan Tengah,
serta Desa Bayan dan Desa Rem-
pek di Nusa Tenggara Barat.

A, Tahap Persiapan
Berikut ini uraian tahap per-

tama (1ahap persiapan) penelilian:
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l. Pembentukan Tinr Peneliti
Dalam \tudi ini banyak pene-

liti dan ahli yang bcrkaitan de-
ngan mxsrlrh penelitian ini dili-
batkan dan vang utama adalah so-
siolog hukum. unoopolog hukum,
ahli hukum agraria, dan ahli hu-
kum adat. Scbelumnya disusun
drfrin nama calon tim dan ahli.
dan selanjLrtnya didlskuslkan se-

cara intensif untuk mcncntuan si-
apa sajii yxng dapal diajak berga-
bung dalan studi ini berdasarkan
(lerulama) keahliannya, perllatian-
nya pada rnll-syerakat adat. dan na-
ma baik di kalangan para ahli. Se

telah ditetapkan nama nama yang
terpilih, mereka dihubungi untuk
dimintakao kesediaannya bekeria-
sama dalam melakukan tugas da

lam studi ini. I{ereka tidak hanya
dari Jakarta. tctapi.juga dari Pulau
Jrwr. dan luar Pulau Jawa.

Selain ilu dalam Jeasibilitv
stl]d} clicari calon peneliti lokal
berdasarkrn pengalaman mereka
meoeliti dtn menulis. Dalam studi
ini diperlukan peneliti lokal ka-
rena berkaitan dengan faktor ba-
hasa ]okal. Dalam pengumpulan
data lapangan digunakan mctode
dan teknik yang luimnya diguna-
kan dalam penelitian-penelitian
ant|opologis, yaitu observasi par-
tisipatif. sehingga tidak perlu lagi
meng-"kursus" kan mcrcka untuk
bisa berbahasa lokal. Untuk ma
sing-masing dae.ah penelitian di-
perlukan ,l orang peneliti mengi-
ngat wilavah penelitiannya cukup
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2. Penyusunanrancangan
kerja
Peneliti rnenyusun rancangan

kegiatan tahap satu, dua, dan tiga.
Secarir rinci kcgialan pada ma
sing masing tahap adalah sebagai
rndna lerlihat dalam lampirao. Da-
lallr rLrlisan ini. lampiran tidak di
trmpiikan. karena tulisan ini ridak
memerlLrkannya. mengingal yang
disajikan dalam tulisan ini adalah
lcbih pada hasil penelitiannya

3. Penelusuran bahan Pustaka
PenelLrsuran atau studi pustaka

ililakukan secara kontinyu sampai
leporrn penelitjan selesai. Hal ini
terrniNuk Juga artikel dan berita-
herita lang bcrkaitan denga. studi
ini.

il. Semiloka
tlntuk lebih rnempersiapkan

dan melengkapi pi]laksanaan studi
ini, perlu dilakukan Semiloka Ta-
nah Adat, yang telah dilaksanakan
pada tanggal 3 5 Scptember 1996.
Dalam scmiloka tersebut dihasil-
kun kesepakatan untuk mengguna
kan istilah/konsep "hak uiayat dan
hak-hak ya:rg sejenis" yang me
ngacu kepada unsur-unsur: (a)
harus masih ada masyarakat hu-
kum adatnya sebagai pemegang
hak Lrlavati (b) masih ada pengu-
lsa aalat lang melakslnakan ke
tenlr.rrn kclentuan hak ulayat: dan
(c) apa )'ang dilakukan kcpala

adat masih ditaati oleh para warga
yang bersangkutan.

Pcngembangan indikator dan
definisi operasional darj konsep
terscbut ditentukan selanla ?d-
sibilin* study' . sedanSkan kriteria
pemilihan daerah penelitian ditc
tapkan sebagai berikut:
a. Masyarakat di daernh tersebul

masih eksis tradisinya dan
masih melaksanakan sislem
hak-hak tanah komunal, tetapi
sedang mengalami perubahan;

b. Mempunyai ikatan ekonomi
(terutama subsistensi) yang
kuat di anlara masyarakat dan
tanah:

c. Mulai adanya konflik sehu-
bungan dengan adanya tuntut
an perubahan kepemilikan ta-
nah komunal:

d. Kegiatan/pembangunan dari
Iuar menonjol;

e. Potensial untuk terjadinya pe-
rubahan institusi lokalnya (a-
kibat tekanan dari dalam atau
luar);

f. Daerah ' o Jbrest'. n^mrrrl
juga daerah pemukiman )ran g

sebagixnnya termasuk wilayah
'forelit' dan sccara ekonomi
masyarakatnya
mengandalkan forasl' sebagai
sumber hidup;

g. Adanya peladang bergilir-ba-
lik (berpindah);

h. Adanya 'external pressure' di
daerah tcrscbut karena ml]
nyangkul program pemba
ngunan dari atas:
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'l'erscdianya foto-foto udara.
map dasar, dan informasi la
nah:

j. Prioritas yang dimiliki BPN
untuk program Program Pen-
daftalan dan pemberian hak

atas tanah secara sistematik;
k. Tersedianya ahli ahli lokal

(universitas, lembaga peneli-
tian. dll.). dan data hasil
pcneli!ian terdahulu.
Kriteria di atas ditambah arah-

an bahwa kctiga masyarakat Yang
diteliti harusnya mewakili: masya-

mkat yang bersistem kekerabatan

mat.ilincal, patrilineal, dan bilale-
ral- Dengan krileria tersebut di a-

tas, dan dengan pertimbangan bia-
ya penclitian yang iersedia, telah

ditentukan 3 daerah penelilian
yang juga mewakili Indonesia ba-

gian Barat, Tengah, dan Timur,
yakni Sumatera Barat, Kalimantan
Tengah, dan Nusa Tenggara Ba-
rat,

5. Studi Kelayakan
Setelah semiloka, di keliga da-

erah terscbut telah dilakukan studi
kelayakan (/.a.riDilirv rlrd)). Slu-
di lersebut membahasi
a. Kctepatan pemilihan daer'ah

penelitian. dan memilih satu

lokasi penelitian di tiap dae-

rah. Klarilikasi akan daerah
yang teryilih pun dilakukan
agar kriteria yang diterapkxn
dan arahan akan ketiga sistem

kekerabatan pada masing ma-
sing rnasyarakat bisa ditcrap

′OLI′'ιN(■■lSAハ N■4iVハ ″
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krrn:

b. kidt kial untuk menjalin hu-
bungan dengan tokoh-tokoll
setempat (pejabat pejabat Pe-

memerintah Daerah. Badan
Pertanahan Nasional se!emPat,
para peneliti. dll.) yan8 sudah

menunlukkan kepeduliannYa
terhadap masalah tanah komu
nal tradisional dan memikir
kan kcmungkinan mengem-
bangkan suatu sistern Pena-
nganao Yang tidak merugikan
masyarakat setemPat.

secxre umum. hasil studi ke-

layakan dapat dikatakan telah

memperjelas dan mendukung Pe-
nyiapan studi lapangan dengan

cukup efektif.

B. Tahap Pelatihan
Meskipun penelitian ini ber-

sifal'gro n(led . yarto pencliti me-

ngcnrbangkan teori berdas^rkan
daia lapangan yang diperolehnYa,
namun pengetahuan awal yang

mclandasi penelitian telap penting

dimiliki oleh peneliti. Tujuannya
agar dapal mcnlbed semacalll gai'
r//r/r.e sekaligus pcmbanding (stu-

di) agar peneliti tidak bcrgerak
"tilnpa arah' dan mengulang hal_

hal yang barangkali pernah dilak-
sanakan scbelumnva, sehingga

cksplorasi mereka lebih terarah

dan mcndalarn. Tujuan pelatihan

tersebut adalahl

a. Membe rikan pcmahaman me_
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C

b

ngcnai peraturan yang mcnga-
tlu mengcnai lanah di Indone-
siir. kcbijakan pcmerintah me
ngcnal lanah, serta pernaham-
an mcngenai hukum adar yang
berkenaan dengan hak,hak a-
tas lanah dan bcrbagai pranata
adat berkenaan dcngan tanah.
Membcri pemahaman menge-
niii metodologi penelltian kua-
litatif secara umum. Kepada
Tinl Peneliti Lokal disampai
kar dan ditekankan bahwa fo-
kus penelilian ini adalah pola
penSuasaan dan pengusahaan
lanah dan aturan-aturannya
dari sumber manapun di tiga
lokasipenelitian.
Memberi pelatihan pelatihan
schingEla pescrta mampu me
laksanakan penelitian di la-
pangln onengenai tanah adat)-
Mernberi pelatihan keteram-
pilan agar dapat bcrkomuni
kusi secara ef-ektif dengan ma-
s)arakar dari berbagai strata,
termasuk para pejabat dan ti-
dak nrenyebabkan timbulnya
polaisasi di kalangan golong,
an golongan sosial dalam ma-
syarakat se!empat.
Selama peiatihan, juga dikem-
bangkan instrumen pengum

flllan data bersama sama de-
ngan seluruh tim peneliti lokal
dengan bimbingan para tim
ahli. Para peneliti juga mela-
kukan diskusi mengenai cara
mendapatkan data yang sahih
dalam meniawab tujuan studi.

Disadari dari mula bahwa para
peneliti Iapangan memiliki latar
belakang pendidikan, minat. dan
pengetahuan yang ber-nuance (a
gak berbeda), dan sebagai tim pe-
neliti lapangan belum cukup solid.
Karena itu dalam pelatihan hal-hal
tersebut coba didekatkan dan di-
perbaiki. Misalnya dengan cara
menambah dan melengkapj pe-
ngetahuan penelitian lapangan pa-
da mereka, membei perangkat
pengetahuan antropologis, lalu
membangun kerjasama antar tim
penelitidaerah.

C. Tahap Pelaksanaan
1 Pre-test Instrumen dan

Orientasi Lapangan
Bagian terakhir dari pelatihan

yang diadakan oleh para peneliti
di lokasi penelitiannya masing-
masing adalah menguji dan seper-
lunya menyesuaikan instrumcn
penelitian. Kesempatan ini seka-
ligus juga digunakan untuk me
ngenal lokasi penelitian dan untuk
memperkenalkan dirinya dan pe-
nelitian ini kepada masyarakat.
Pre-test juga digunakan untuk
menjajaki 'larak" yang ada anrara
persepsi Tim Peneliti dcngan ma-
syarakat setempat. Jarak tersebut,
coba didekatkan agar terjadi sc-
macam "kesatuan bahasa" antara
upaya peneliti dan masyarakat dj

d
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[,apangan
Pcnguilpulan data di lapangxn

dilakukan sclama periode 15 Ok-
tober 1997 - 30 April 1998. Scper
ti telah disebutkan, penelitian ini
memusatkan perhatian Pada kons-
tclasi empiris tanah komunal tra
disionai dan persepsi masyarakat
terhadap tnnah tersebui.

Untuk memperoleh informasi
tentang hal itu. digunukan metode
dan teknik yang lazimnya digu-
nakan dalarn penelitian penelitian
antropologis yailu, tcrutama wa-
wancara dan observasi (dcngan
partisipasi terbatas), serta studi
dokumen dan kepustakaan.

Observasi partisipatil itu digu-
nakan untuk memperoleh infor-
masi tentang kenyataan yang da
pal diamati (materialistic dppro
dch), seperti susunan perumahan,

infrastruktur, kcgiatan warga ma-
syarakat sehari-hari. Untuk me-
ngetahui pandangan dan fllosofi,
ide ide, kepercayaan, dan inter-
pretasi (pcrsepsi kognitif dan nor-
matif) yang melatarbelakangi ke-
nyataan jtu (ileatio al approach),
digunakan wawancara. wawan-
cara itu pada umumnya dilakukan
secara informal yakni dularn ben-
tuk obrolan mengenai fokus-fokus
tertentu maupurl dengan meng-
gunakan panduan wawancara.

Dcngan demikian diperoleh
informasi tentang: (l) gambaran
geogralis dan etnografis lokasi
penelitian dan sosial-ekonominya;
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(l) LlllxkltrisliL sosial.rlcrrrograli
nrirsyarukirt setelnpat: (3) rekon-
slNksi s('iirruh pc|tanuhan dtn
per-ubahao-pcruhahan yarg terja-
dit dan (.1) beberapa pemasalahan
tilnah komunal tradisional akhir
akhir ini.

Pencliti mengecek (tcknik
cro,rs chetk rtierence) suatu su1]1-

ber infbrmasi dengan sumber
yang leinnya. Teknik ini juga di
pakai sebagei alat untuk nenge
cck kebenaran informasi yang di-
pcrolch dari teknik lainnya, yakni
wawancara dengan ker-uctors (in-
forman kunci ini dipilih sccara
hati+ati berdasarkan pengetahuan
khusus mereka dan reliabiiitas in-
formasi yang mercka berikan)
ddn warga setempat. Wawancara
tersebut dilakukan secara menda
lam. Peneliti mencatat informasi
yang diperolch dalam catalan ha-

riannya drn dilaporkan setiap bu
lan kepada pencliti di Jakarta
(Universitas Atma Jaya). Penggu-
naan tape-recorder tidak diijinkan
agar masyarakal bebas memberi
kan intbrrnasi kepada pcncliti. In
formasi baru dapat dicatat di pe-
nginapan dengan cara rnengingat-
ingat kembali informasi yang di-
perolchnya.

Selama pengumpulan data,
tinr pcneliti lokal tinggal di lokasi
penelitian sekitar enam bulan.
Mereka mclibatkan sebagiun ma-
syarakal setempal secara aktif,
yaitu sebrgai glirle (penunjuk

ialan, penerjemah), informan, dan

‐
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juga untuk mclakukan pendekatan
dengan anggota masyarakat lain.
Pencliti luga terlibat dalam bebe
rapa kegiatan masyarakat setem-
pirt. scperti kcgiatan membuka la-
dang. dan perayaan-perayaan kca,
girraan nlaupun adat istiadat se-
tcnrlal. Seorang peneliti mempu
nyai pcngalaman ikut serta memo-
long ayam untLlk upacara mcm,
buka ladang.

[-rntuk kelancaran mendapat-
kan dokumen yang diperlukan,

ereka juga dibantu oleh RMT
lRtgiotnl Munugement Tea i)
Knnwil BPN- Dalam masa pe-
ngumpulan data lersebut, dilaku-
kar nroniloring oleh pcneliti Atma
Jaya. Puslitbang BPN, dan Cas,
kr ar| L nLl Tenure Team (CL-
TT). vaitu dengan cara beberapa
kali nengunjungi lokasi pene-
Iitian. melakukan observasi kegi-
atan pcngumpulan data di la-
pangan, wawancara dengan pcne-
lili dan pihak-pihak yang terkait,
dan diskusi derlgan tim peneliti
lokal. Dalam hal ini Peneliti dari
Puslltbang BPN dan CLTT ber-
lindak sebagai "konsultan" bagi
pencliti Alma Jaya. Dari aktivitas
te$ebut dapat diketahui kemajuan
kegiatan lapangan, khususnya se,
jauh nrana proses pengumpulan
data sesuai dengan prosedur yang
telrh diseplkati bersama, ham-
batan upa vang ditemui dan cara
mcneatitsinYa. sejauh mana data
yang terkLlmpul dapat menjawab

lrc dnyaan masalah penelitian stu-

麺
di ini, dan ketepatan waktu seliap
aktivitas terhadap jadwal yang te-
lah ditetapkan.

Data penelitian tersebut, ke
mudian diolah dan dianalisis se-
cara kualitatif oieh Tim Atma
Jaya. Pada akhir pcnelitian la-
pangan, para peneliti lokal diun
dang ke Atma Jaya untuk dimintai
penjelasan tambahan, kelengkap
an dan klarifikasi data (.lebrief
lr.g). Sumber informasi lainnya
yang diperoleh dari artikel mau-
pun berita-berita media massa,
hasil peneJitian maupun tulisan
terdahulu, kebijakan pcmerintah,
data statistik, dan sebagainya, iu-
ga dikaji untuk diintegrasikan da-
Iam analisis data dalam rangka
melengkapi perumusan kesimpul-
an dan rekomendasi.

3. Hasil dan Pembahasan
Dalam masyarakat tradisional

di tiga wilayah penelitian tersebut,
pada umumnya, penduduk mengc-
tahui dengan baik tanah-tanah ter-
tentu dikuasai oleh siapa, apa
yang mereka lakukan, bagaimana
memperolehnya, apakah tanah itu
pernah beralih penguasaannya,
dan mengapa demikian.

lstilah ulayat yang dikenal di
Nagai Anduring mengandung pc
ngertian yang relatif sama dengan
paer di desa Bayan dan Rempek,
dan lewu di desa Tumbang Mala-
hoi, yaitu sekedar sebagai suatu
wilayah atau kawasan di mana be-
lum mencerminkan jenis hak dan
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kewiriibun te(entu, namun di da-
lamnya tcrkandung berbagui jenis
hak masyarakat yang berada pada

wilayah tersebut. Jadi ulayat ada

lah wilayah yang diakui sebagai

teritori lnasyarakat huku adat
dengan batas-batas yang bergan-
tung pada kebutuhan untuk 'srb
sistence' (secukup hidup). Teritori
ini untuk berbLlru, berladang ber
pindah, dan ada yang kurang luas

kerena dimanfaatkan secara per-
manen, tergantung kebutuhan me-
reka akan lanah untuk bcrmata
pencaharian, seperti yang telah
mereka lakukan dari generasi ke
generasi. Bcrikut aturan tradisi-
onal tentang tanah di tiga wilayah
penelitian.

a. Nagari Anduring:
Di Nagari Anduring jenis-

jenis penguasaan tanah terdiri da-
r): uldyat nagari, ulat-at suku, dan
ula\at krum, sctta tanah seondung
(separuik, senenek), tanah "milik '
individu.

Cara mempercleh dan pemin-
dahan hak atas tanah dilakukan
dengan cara: membuka hutan, jual
silih ganti rugi tual tanah dari
rnamak ke kemenakan sekaum),
jual gadai atau pinjam-meminjam
(gadai dengan tanpa batas waktu),
pangang gadai (gadai dengan ba-
tas waktu), pernbagian dari orang
tua. dan hibah.

Masyarakat Naga.i Anduring
dalam mempertahankan hak atas

lanahnya adalah denganr prinsip-
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nyir tanirh lidrk holch cliiual ke-
pada orarrr: luer, lalu adx sanksi
adat bagi nlcrcka yang menjual
kepada orang luar, dan tanah dipc
lihara secara genealogis (sistem
matrilineal irlau patrilineal alau
parental).

b. Desa Tumbang Malahoi:
Di dcsa Tumbang Malahoi.

jenis-jenis penguasuuD tanah ter-
diri dari: pztal l?n, . tunah desa,

tanah jalahun. petak kaleta kelu-
arga, tanah gereja, lanah umat ka-
haringan. tanah perorangan, tanah
kuburan. lapangan sepak bola. se-

kolahan. dan jalan dcsa. Untuk
memperolch dan memindahkan
hak atas tanah. dilakukan dengiLn

cara: rnembuka hutan. jual beli
(hdiual haili). pewarisan, pembe
rian. penanaman tananran keras,
tukar-mcnukar, gadai (sanda), mc
lalui proses pasca upacara ti\tt7h.

Selanjutnya, untuk memperta-
hankan hak atas tanah, masyara-
kat melakukannya dengan prinsip
tidxk boleh dijua) kepada orang
luar. membcri sanksi adat, dipe-
lihiLra (dimrnfaatkan) secara ber-
kclanjutan, melalui aturan bahwa
tanah dapat dibegi sctelah upacara
/i}lrlfr (yang nlemang sangal lang-
ka dil.rkuk.rnl.

c. Desa llayan dan Rempek
Di dcsa Bayan dan Rempek

jcnis jenis penguasaan tanah ter-
diri dari: /der, lanah paoman.
tanxh adat (keramat), tanah /ere,
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lanah p.c/rr?. tanaq duy,? (tanaq

/rrr.rke). Hak-hak atas tanah terse-
but cliperolch dan dipindahkan de
ngen cara membuka hutan, jual
beli. pcwarisan. dan hibah- Cara
rnemDertahankan hak atas ianah di
dacrah ini dilakukan dengan prin,
sip bahwa tanah tidak boleh dijual
kcpiLda orang luar. memberi saDk-
si adat, dan dipelihara secara ber-
kelilnjutxn.

VI. KESIMPULAN DAN
REKOT'IENDASI

A. Kesimpulan:
l. Studj ini memperlihatkan di-

lernukannya bcrbagai jcnis kc-
lompok masyarakat adat yang
secara befsalta-sama menSua-
sai lani1h (tanah kornunal), ba-
ik di arca ,on-/irreJt maupun

/orasr. Dalam pcnguasaan itu
terdapal nuansa unsur komu-
nai tersebut, yakni tebal-tipis
dan cakupannya berbeda-beda.
Hak komunal tradisional fa
dnt) alas lanah adalah kewe-
nangan masyarakat adat ber-
dasarkan norma-norma yang
direrirna dan dikembangkan
secara turun temurun untuk
(a) mcngatur dan menyeleng-
glrakan pembukaan tanah.
penggunaan, pe[ediaan, dan
perneliharaan tanah; (b) meng
atur dan mcncntukan hubung-
an hukllrrl antara orang (ter-

masuk orang luar) dengan ta
nah; (c) mengatur dan rnene-
tapkan hubungan hukum an

lara orang orang dengan per-
buatan-perbuatan hukum yang
berkenaan dengan tanah yakni
peruntukan dan pemanfaatan
tanah beserla kekayaan alam
yang terkandung di dalamnyx
serta yang tumbuh/terdapat di
atasnya untuk kesejahtcraan
hidup warganya. Karena itu,
selain tanah sebagai obyek,
temyata apa yang ada di atas-
nya yakni pohon-pohon, sum-
ber air. henda-benda keramet
dan roh-roh, juga merupakan
obyek hak komunal tradisio
nal atas tanah. Indikator untuk
rnencirikan tanah komunal
yang merupakan hasii kompa-
rasi dari ketiga daerah peneli-
tian adalah:
a. pembukaan lahan secara

bersama:
b. lokasi ditandai sekian lama

dengan memanfaatkannya
untuk bercocok tanam:

c. bila kcmudian lahan diter
lantarkan, maka lahan atau

tanah ilu akan diberi tanda
yang berusia panjang, sc
perti tanaman keras atau
tanda-tanda magis maupun
alamiah seperti batu besar
atau sungai.

d. lahan itu tetap digunakan
secara bersam!-samu dxn
tidak diwariskan secara
pribadi.

ヨ ⑨
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e. purn pencnru lahan tanah

tersebut dikenal sebagai

faunding Jathe rs masy jja-
kat yang bcrsangkutan.

f. sementara generasi demi
generasi berkembanS. la
han itu menjadi nilik sua-

tu kesatuan masyarakat
tradisional secara kolektif.

g. hubungan antara tanah ko
munal dan anggota masya-
rakatnya terus berlanjut,
walaupun ada anggota ter-
tentu pindah ke tempat
lain.

h. bila terjadi sengketa, maka
para anggota keiuargalah
(secara internal) yang diu-
tamakan untuk menyele
saikannya.

2. Kini tanah komunal lradisio-
nal masih dipelihara dan diya
kini oleh penduduk, terutama
sebagai warisan (komunal) da

ri Je)uhur mereka, bahkan juga
dari pendiri desa mereka. Ka-
rena itu tanah komunal bukan
saja dianggap sebagai lahan
bcrsama, telapi juga mengan-
dung nilai-nilai magis rcligius.
Tanah komunal tcrscbut. da-
Iam sisi tcrtentu, menjadi 'ka
tub penyelama!' bagi keluar-
ga-keluarga inti yang membu-
tuhkan sebagian darinya. Ar-
tinya sebagian keturunan di
sana. di hari kemudian diberi
warisan sebidang tanah untuk
dimenfaatkan. namun tanah

″OLA′ 'E)ヽC●1ゞハ■N7■  l〃

MASИ4Rハ κハ7'lRハ D′ S′ 0ハ1ヽL`,1ヽ PROBLEMヽ

tanrh tersebut tetap dilingkupi
oleh silat konrunal masyara-
katnya.

3. Scbetuln)a secart i herent
sistem penguasaan tanah tra-
disional tidak mengandung
masalah. Yang justru memun-
culkan masalah adalah dibcr
lakukannya state latr. d:.n a'
clanya ancaman dari pihak lu-
ar. Masalah juga timbul dari
pengaturan batasan wilayah
administralif,,vang dilandasi
oleh tt0te lav,. Sementara Pcr
aturan l'emerintah Nomor 24
tahun 1997 leitang Pendaf-
taran Tanah secara implisit
masih tidak rnengakui hak ko-
munal tradisional atas tanah.

,1. Seandainya pendatiaran tanah
dapat dan mungkin dilakukan
di daerah pcnelitian, hal-hal
penling yang justru bisa mun-
cul menyangkutr tata batas la-
han, lanornan yang tumbuh di
atasnya, persepsi penduduk
tentang 'tanda bukti pemilik-
an'itu senrliri. keberadaan ser

ta pengakuan tanah tanah ko-
munal tradisional itu sendiri
yang hingga kini bila ditinjau
dari segi hukurn positif masih
kabur. Selain itu, jika pcndaf
taran tanah itu tidak dilakukan
secara terencilna. diln tidak
bottont up planning, setta k\)-
rang memperhatikan berbagai
aspek sosial-budaya-ekonomi
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lvilayah setempat. maka pen-
diiftaran tanah akan mcnda-
tangkirrl keresahan.

5. Ilingga kini. kcbijakan hukum
nlsionul belum memberi pe
lu.lrng tcrhadap penerapan per-
alutan pcnanahan secara evo-
lusionrs (bcrkembang secara
bcrtahap). irkan tetapi sebalik-
nya malahan memberlakukan
pelaturan tanpa mempertim-
bangkan kondisi sosial budaya
(tcfinasuk hukum) masyamkat
lokal rang rnajemuk.

6. Nleskipun Pasal 9 ayat (2)
IIIIPA lelah menyatakan bah-
u,a laki laki dan perempuan
nlenrpunyai kesempatan y.lIlg
sarna untuk mcmperoleh se-
sultu hak atas tanah. namun
disudari bahwa pcran sistem
kckerrbcran pada situasi sosial
tcltenlu berperan dalam me-
nrunculkan konstelasi gendcr
di ujla),ah wilayah Penelitian.

Il. Rekomendasi:
l. Pcrlu adanya pengakuan atas

hak-hak tanah komunal tradi,
sional (tanah adat) dengan in
dilalor yang telah dikemuka-
kitn dallrn kcsimpulan.

2. Aglr situxn masyarakirt masih
dxpat mengatur tanahnya scca-
ra mlndiri. inaka tanah mere-
kr tidck perlu terburu-buru di
scrtilikatkiLr). []iar kall mcrcka
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sendiri yang mcnginginkan
pensertifikatannya. Sebaiknya
dilakukan pencatatan hak atas
tanah (tanpa dikeluarkan serti-
fikatnya) dan mengakui saja
batas luar wilayah tanah-tanah
komunal sena diumumkan ke-
pada khalayak ramai.

Djsarankan agar setiap proyck
pembangunan secara sungguh-
sungguh mempertimbangkan
dan menghargai keberadaan
masyarakat tradisional beserta
institusi dan tanah komunal-
nya (yang beragam).

Usulan, pcrsepsi, maupun me-
kanisme pendaftaran tanah ha-
ruslah kontekstual dengan se-
jarah, kultur dan institusi adat.

Jadi sebelum dilakukan pen-
daftaran, perlu dilakukan ra
pid assessment untuk menge-
tahui sifat dan ciri-ciri tanah-
tanah tersebut sccara lebih
praktis, termasuk bentuk-ben
tuk aturan adat, institusi yang
melingkupinya, dan kontcks
sosial-ekonomi yang muncul
di masing masing wilayah.

UUPA sebaiknya digunakan
hanya untuk menopang dae-
rah-daerah yxng sudah menga-
nu! paham individualisme atas
penguasaan tanah. Scbaiknya
pula ada peruturan teknis yang
memadai yang berlungsi seba

8 i pcraluran pcrrlihrn, lcru-

3
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tama untuk dacrah daerah ter-
tentu yang menurut kenyatu-
annya belum mempraktikkan
apa yang dinyatakan dalam
UUPA,

6. Disarankan agar dikembang-
kan kebijakan pertanahan
yang peka terhadap kepen-
tingan berbagai kelompok ma-
syarakat yang rentan termasuk

Perempuan tanpa hanrs mengi-
kis aturan-aturan tradisional
yang berlaku, dan harus ter-
dapat proses monitoring ter-
tenlu yang memungkinkan
evaluasi terhadap pelaksanaan

dari kebijakan pertanahan dan
pemberian sanksi kepada pe-
langgar aturan yang terkait de
ngan kepekaan terhadap masa-
lah gender tersebut.
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